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C. BAGAN ALIR PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH/PERATURAN PRESIDEN 
 

No Kegiatan  

Pelaksana 

Unit 
pengusul 

Kepala 
Biro  

Hukum  

Menteri 
Negara 

LH 

Kemen 
kumham 

Setneg/ 
Setkab 

Sektor 
Terkait  Presiden Masyara-

kat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Pengajuan 
rancangan 
peraturan 
pemerintah 
dalam program 
penyusunan 
peraturan 
pemerintah. 

        

2. Pengajuan izin 
penyusunan RPP 
ke Presiden 

        

3. Penyusunan RPP         

4. Penyampaian 
RPP kepada Biro 
Hukum dan 
Humas 

        

5. Pembentukan 
panitia antar 
Kementerian 

        

6. Meminta 
masukkan 
kepada 
masyarakat 

        

7. Pembahasan 
Antar 
Kementerian 
(PAK) 

        

8. Penyampaian 
RPP kepada 
Menkumham 
untuk proses 
harmonisasi 

        

9. Harmonisasi         

10. Permohonan 
persetujuan 
Presiden 
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No Kegiatan  

Pelaksana 

Unit 
pengusul 

Kepala 
Biro  

Hukum  

Menteri 
Negara 

LH 

Kemen 
kumham 

Setneg/ 
Setkab 

Sektor 
Terkait  Presiden Masyara-

kat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

11. Klarifikasi 
terhadap 
RPP/Rperpres 

        

12. Paraf persetujuan 
dari 
Menteri/Pimpina
n lembaga terkait 

        

13. Penetapan RPP 
menjadi PP atau 
Rperpres menjadi 
Perpres 

        

14. Pengundangan         
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D. BAGAN ALIR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI 
 

No. Kegiatan 
Pelaksana 

Unit 
pengusul 

Biro 
Hukum  

Sektor 
Terkait  

Unit 
Terkait 

Masya-
rakat 

Menteri 
Negara LH 

Kemen 
kumham 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Pengajuan 
rancangan 
Peraturan Menteri 
dalam program 
regulasi KLH. 

       

2. Penyusun-an 
Kajian Teknis dan 
Rancangan 
Peraturan Menteri 

       

3. Penyampaian 
RPermen kepada 
Biro Hukum dan 
Humas 

       

4. Kepala Biro 
Hukum dan 
Humas Memberi-
kan tanggapan 

-pengem-balian 
untuk disempur-
nakan 

-persetuju-an 

       

5. Kepala Biro 
Hukum dan 
Humas Melakukan 
pembahasan 
dengan pengusul 
dan unit terkait 

       

6. Meminta 
masukkan kepada 
masyara-kat 

       

7. Perumus-an 
Rancangan Final 
Rpermen 

       

8. Penandatanganan 
Permen 

       

9. Pengun-dangan        

 
 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
     REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

     BALTHASAR KAMBUAYA 
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